BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) oleh Badan Pendapatan Daerah
Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya telah
berjalan sesuai dengan mekanisme administratif yang
ditetapkan, mulai dari pengajuan berkas, penelitian dan
verifikasi, penetapan pajak, pembayaran, hingga proses
balik nama. Dalam menentukan besarnya BPHTB,
Bapenda Kota Bengkulu menggunakan beberapa dasar
pengenaan, yaitu nilai transaksi, Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP), nilai pasar, dan nilai lelang. Nilai transaksi
digunakan sebagai dasar ketika harga perolehan yang
dilaporkan dapat dipercaya dan mencerminkan keadaan
sebenarnya. Dalam praktiknya, terdapat persoalan berupa
pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga

sebenarnya sehingga Bapenda melakukan verifikasi untuk
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mencegah manipulasi. NJOP dapat menjadi dasar
pembanding, tetapi penggunaannya belum optimal karena
NJOP Kota Bengkulu belum diperbarui sejak tahun 2017
sehingga tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai
ekonomi tanah dan bangunan saat ini. Nilai pasar menjadi
dasar yang lebih dominan digunakan Bapenda karena
dianggap lebih mampu menggambarkan harga riil objek
pajak di masyarakat dan ditentukan melalui verifikasi
lapangan. Sementara itu, nilai lelang digunakan dalam
perolehan hak melalui lelang dengan mengacu pada harga
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Dengan
demikian, penggunaan keempat dasar nilai tersebut
memberikan  fleksibilitas kepada Bapenda dalam
menentukan nilai  perolehan objek pajak sesuai
karakteristik perolehan hak, meskipun dalam praktiknya
nilai pasar lebih sering menjadi acuan.

Dari perspektif figh siyasah, khususnya Siyasah Maliyah,
pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Bengkulu pada

dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan,
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amanah, dan pengelolaan keuangan untuk kepentingan
masyarakat. Penggunaan nilai transaksi, NJOP, nilai
pasar, dan nilai lelang pada prinsipnya ditujukan untuk
memperoleh dasar pengenaan pajak yang lebih objektif
dan mencegah terjadinya manipulasi nilai yang dapat
mengurangi penerimaan daerah. Namun, penerapan nilai
pasar yang lebih dominan juga harus disertai parameter
yang jelas, objektif, terukur, dan transparan agar tidak
menimbulkan ketidakpastian atau rasa tidak adil bagi
wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu
memperbarui NJOP secara berkala, memperkuat verifikasi
terhadap nilai transaksi, memastikan penggunaan nilai
pasar dilakukan berdasarkan standar yang transparan,
serta menggunakan nilai lelang sesuai risalah lelang.
Dengan demikian, pemungutan BPHTB tidak hanya
berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga mampu
mewujudkan keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan
kemaslahatan masyarakat sebagaimana prinsip Siyasah

Maliyah..
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B. Saran

1. Bagi Bapenda Kota Bengkulu, diharapkan dapat
melakukan pembaruan NJOP secara berkala agar sesuai
dengan kondisi riil di lapangan, serta meningkatkan
integrasi data dengan instansi terkait seperti BPN dan
PPAT guna memperkuat akurasi penetapan pajak. Selain
itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan
penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh,
serta meningkatkan kualitas sistem digital agar lebih
efektif dan transparan dalam mendukung pemungutan
BPHTB.

2. Bagi Masyarakat/Wajib  Pajak, diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar
BPHTB, khususnya dalam hal kejujuran melaporkan nilai
transaksi yang sebenarnya. Kepatuhan tersebut tidak
hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai
bentuk tanggung jawab moral dalam mendukung
pembangunan daerah dan mencerminkan nilai-nilai

amanah dalam perspektif Igtishodiyah.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan
penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih
mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta
mengkaji aspek lain seperti efektivitas pengawasan atau
perbandingan dengan daerah lain, sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pajak

daerah dan Igtishodiyah.
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